PUTUSAN
Nomor 1187/Pgt GI2016/PA Tmk
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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilanr Agama Kota Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadil
perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah meniatuhkan
putusan perkara cerai gugat antara:

I umur 27 tahun. agama Isiam.

peketiaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SMP, tempat
kediaman di Ranggon RT.002 RW. 003 Kelurahan Setianagara
Kecamatan Cibeureum Kota Tasikmalayas, dafam hal ini
memberikan kuasa khusus kepada NANA SURYANA, SH.,
Advokat / Penasehat Hukum yang berkantar di Ji Siliwangi No.
75 Kota Tasikmalaya berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal
20 Agustus 2018 vang telah didaftar dalam Register Kuasa
Nomar  1346/Reg KI2016/PA.Tmk. tanggat 22 Agustus
2018, sebagai Penggugat:
metawan

B - <2 tahun, agama Islam. pekerjaan
Wiraswasta, pendidikan SMA, tempat kediaman di Ranggon
RT.002 RW. 003 Kelurahan Setianagara Kecamatan Cibeureum
Kota Tasikmalaya, sebagai Tergugat,

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukbi-bukti o

persidangan;

DUDUK PERKARA
Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 22 Agustus 2016
telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan
Pengadiian Agama Kota Tasikmalaya dengan Nomor
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1187/Pdt. Gf2016/PA Tmk. tanggal 22 Agustus 2016, dengan dalil-dalil sebagai

berikut:

1. Bahwa pada harf KAMIS 17 JULI 2008 M, Penggugat telah
melangsungkan pernikahannya dengan Tergugat dihadapan Pegawai
Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kec Cipatujah Kabupaten
Tasikmalaya sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Mo 392 / 53
Wil 1 2008, tertanggal Tasikmalaya, 17 JULI 2008;

2. Bahwa setelah melangsungkan parnikahan pada mulanya rumah tangga
antara Penggugat dan Tergugat tersebut pernah merasakan kehidupan
yang rukun dan harmonis kurang lebih 7 tahun dan punya 1 anak;

3. Bahwa dalam kehidupan rumah tangga selanjutnya kurang lebin sekitar
pbulan Januarl 2015 antara Penggugat dan Tergugat tersebut mulai goyah
dan sering diwamai dengan perselisihan dan percekcokan yang terus
menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun tagi dalam membina
rumah tangga,

4, Bahwa perselisihan dan percekcokan tersebut terjadi Karena Tergugat
kurang dalam membert nafkah waiib,

5. Bahwa akibat dari seringnya perselisihan dan percekcokan tersebut pada
puncaknya antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah kurang
lehih 4 bulan sampai dengan sekarang;

6. Bahwa Penggugat sudah berusaha dan mencoba untuk mempertahankan
keutuhan rumah tangga dengan Tergugat akan ietapt tidak berbasi
szhingga apabila dipertahankan akan hanyak madlaratnya dari pada
maslahainya;

7. Bahwa akibat dar keadaan tersebut maka harapan Penggugat yang
mendambakan kebahagiaan berumah tangga menjadi sirna karenanya,
yang ada hanya justru penderitaan lahir batin pada dirt Penggugat oleh
karena itu Kini Penggugat sudah tidak sanggup fagi untuk mefanjutkan dan
mempbing rumah tangga dengan Tergugat schingga jalan satu-satunya
pilihan yang ada adalah perceraian;

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka cukup beralasan kiranya bagi
Penggupat untuk mengajukan perceraian inl ke Pengadilan Agama Kota
Tasikmaslaya,
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Berdasarkan uraian-uraian tersebut maka dengan ini Penggugat mohon
kepada Ketua Pengadian Agama Kota Tasikmalayz cq Majelis Hakim
berkenan memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan yang amarnya
berbunyi

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat.

2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughre Tergugat kepada Penagugat.

3 Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

ATAL ;

Apabila Yth.Majelis Hakim berpendapat iain mohon putusan yang seadil-
adilnya;

fahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah menguasakan kepada
kuasa hukum NAMA SURYANA, SH., Advokat dan Penasehat Hukum vang
mengambil domisili di Jl. Siliwangi No. 75 Kota Tasikmalaya berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tertanggal 20 Agustus 2018, dan telah terdaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan Nemar
1346/Reg K/2018/PA Tmk. tanggal 22 Agustus 2018;

Bahwa, Majelis Hakim telzh memeriksa surst Kuasa Pengougat tersebuf
diatas, dan memeriksa pula Karlu Tanda Pengenzl Advokat (KTPA) yang
bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang vang telah ditetapkan Penggugat diwakili
Kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tigak
datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk
menghadap sebagai wakillkuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara
resmi dan patuf menurut relaas Nomor 1187/PdtG/20168/P4 Tmk fanggal 26
Juli 2018 dan 09 September 2018 yang dibacakan di dafam sidang, sedangkan
tidak ternyata bahwa tidak datangnya ifu disebabkan suatu halangzn yang sah;

Bahwa majelis hakim telash menasehati Penggugat malalui Kuasanya
agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Kuasa Penggugat
tetap pada dalil-dali! gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat,

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak perhah
datang menghadap meskipun telab dipanggil secara resmi dan patut,
selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surai  gugatan
Penpgugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan ofeh Kuasa
Penggugat:
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Bahwa untuk menguatkan dalil-dalii gugatan Kuasa Penggugat tetah
mengajukan alat-alat bukti berupa;
A Surat:

2. Fotokopi KTP atas nam-
{Penggugat) Nomor :_Tanggai 14 Oktober 2012

yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kota Tasikmalaya, Bukdi
surat tersebut tefah diberi meteral cukup dan telah dicocokkan
dengan aslinya yang temyata sesuai, {alu oleh Ketua Majelis diberi
tanda P.1;

b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomer @ 392/53/VIF2008 Tanggal 17
Juli 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan
Cipatujah Kabupaten Tasikmalaya, Bukti surat tersebut telah diberi
meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata
sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Saksi:

1. _ umur 48 tahun, agama Islam,
pekeriaan [bu rumah tangga, tempat kediaman di Kp. Ranggon RT.02
RW.03 ., Kelurahan Setfianegara, Keecamatan Cibeureumn, Kota
Tasikmaiaya, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai
berikut.

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki
hubungan dengan Penggugat sebagai Kakak kandung Penggugat.

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada
17 Juli 2008;

- Bahwa, saksi mangetahui antara Penggugat dan Tergugat telah

dikaruniai 1 orang anak ;
Bahwza, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan
Tergugat pada awainya rukun dan harmonis. akan tetapi kurang
lebih sejak Januari tahun 2015, sudah tidak rukun lagi sering terjadi
pertengkaran:

- Bahwa, perssilisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat
tersebut pemabh dilihat dan didengar langsung ;

-  Bahws, saksi mengstahui yang menjadi penyebab kefidak
harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan
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karena masalah ekonomi, Tergugat kurang memberi nafkah kepada
Penggugat, sehingga Penggugat tidak menerima dengan keadaan
tersebut ;

- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah
pisah rumzh selama 4 hulan lamanya sampai dengan sekarang dan
sudah tidgak bersatu lagi,

- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha
merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasir:

- Bahwa, saksi meilihat rumah tangga Pehggugat dan Tergugat
sudah tidak mungkin lagi dipertahankan, sulit dipertahankan dan
tidak ada harapan dapat bersatu lagi sehingga lebih baik bercerat;

2. _umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh,
tempat kediaman di Kp. Condong RT.03 RW.(02 | Kelurahan
Setianagara, Kecamatan Cibeureum, Kota Tasikmalaya, dibawah
sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikui
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiiiki

hubungan dengan Penggugat sebagai Saudara Penggugat;

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami
isteri yang sah yang menikah pada 17 Juii 2008;

- Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan Targugat
tedah dikaruniai 1 arang anak ;

- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat
sudah fidak lagi hammonis, sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran  Januari {ahun 2815 yang mengakibatkan antara
Penggugat dan Tergugst sudah pisah rumah selama 4 buan
lamanya sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara
Penggugai dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi;

- Bahwa, perselisinan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat
tersebut pernah dilihat dan didengar langsung:

- Bahwa. saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran
Penggugat dan Tergugat disebabkan karena masalah ekonomi,
Tergugat kurang memberi nafkah Kepada Penggugai, sehingga
Pengguygat tidak menerima dengan keadaan tersebut;
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- Bahwa, pihak keluarga sudah acda upaya mendamaikan dan
merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidek berhasil

- Bahwa. saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan
Tergugat karena sudah sulit dirukunkan dan sudah tidak ada
harapan dapat bersatu lagi dan melihat keadaan rumah tangganya
lehih bzaik berceral;

Bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang
pada pokoknya letap pada gugatan dan mohon putusan yang mengabulkan
tuntutan Penggugat;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang
termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan ftujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana terurai di atas.

Manimbang, bahwa Majelis Bakim telah memerksa Surat Kuasa Khusus
Penggugat tertanggal 20 Aqustus 2016, yvang telah terdaftar di Kepaniteraan
Pangadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan Nomor
1346/Raq. KZME/PA TmK, tanggal 22 Agustus 2016, termyata telah sesuai
dengan ketentuan Pasal 123 HIR. jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Rl Nomaor
6 Tahun 19894 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula
memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, dan
temyats telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nemor 18
Tahun 2003 tentang Advokat. oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan
bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pamberi bantuan hukun yang sah
sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan membern izin kepada Kuasa
Penggugat tersebut unrtuk beracara dslam perkara aquo sebagai advokat
profesional;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi
dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tigak ternyata
hanwa fidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang. bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut
sesuai ketentuan Pasal 26 ayat {1) Peraturan Pemernintabh Momor 9@ Tahun
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1975, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadic dan
gugatan tersebut harus diperiksa secara versiek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat
diiatuhkan tanpa hadirnya Terqugat {fverstek);

Mermimbang, bahwa sesual dengan Pasal 3% Undang-undang Nomor 1
Tahun 1874, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana
tetah diubah dengan Undang-undang Nomeor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah
dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi
Hukum Isiam, Majelis Hakim pada sefiap kali persidangan telah berusahz
semaksimal mungkin menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa
membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil,
oleh karea ity perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernab badir di
persidangan dalam perkars aquo, maka Majelis tidak dapat memerintahkan
para pihak untuk melaksanakan mediasi karena salah satu syarat agar mediasi
dapat dilaksanakan kedua pihak berperkara adalah harus hadir di persidangan
sebagaimana maksud pasal 7 avat {1} Peraturan Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor 1 tahun 2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR. yaitu
putusan yang dijatuhkan tanpa hadimya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang
berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena ity majelis membebani
Penggugat untuk membuktikan dalil-dalii gugatannya;

Menimbang, babwa uriuk membuklikan dalil-dalil  gugatannya,
Penggugat felah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 {Folokopi Kartu Tanda Penduduk) yang
merupakan akta otentik. telah bermeterai cukup. bemazegelen dan cocok
dengan aslinya, isi bukt tersebut menjelaskan mengenai agama dan tempat
tinggal Penggugat, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bulkdi
tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan
pembuktian yang sempurna dan mengikat {(voffedig en bindende bewifskracht);

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang
merupakan skia otentik, telah bermeterai cukup. bemazegeren dan cocok
dengan asiinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenal hubungan Penggugat
dan Tergugat sebagai suami isteri, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal
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1685 HMIR bukli tersebut telah memenuhi svarat formal dan materiif, serta
mempunval kekuatan pembukiian vang sempurna dan mengikat (volledig en
bindaende bowifiskrachi).

Menimbang, bahwa sesual dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan
Pemerintah  Nomor 8§ Tahun 1975 Maielis Hakim periv  mendapatkan
keterangian pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat gdengan suami
isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan
Tergugat;

Menimbang. bahwa saksi 1 Penggugat, adakah keluarga atau orang
dekat Penggugat dan atau Tergugai sesuai dengan Pasal 22 ayat (2} Peraturan
Pemenntah Momor 9 Tahun 1875 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Saksi
1 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat
formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai hubungan
Penggugat dan Terqugat serfa mengenai keadaan rumah tangga Penggugat
dan Tergugat, adaiah fakta yarg permah dilihat dan didengar langsung dan
relevan dengan dalil yang harus dibukiikan ojeh Pengougat, oleh karena itu
keterangan saks! tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah
digtur dalam Pasal 171 HIR sehingga kelerangan saksi tersebut memiliki
kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukt;

Manimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, adaltah keluarga atau orang
dekat Pengqugat dan atau Tergugat sesuai dehgan Pasal 22 ayat (2) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Saksi
2 Penggugat. sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga mamenuhi syarat
farmal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR:

Menimbang, bahwa katerangan sakst 2 Penggugat mangenai hubungan
Penggugat dan Tergugat serta mengenal keadaan rumah fangga Penggugat
dan Tergugat, adatah fakta yang pemah dilihat dan didengar langsung dan
relevan dengan dalil yang harus dibukiikan oleh Penggugat, oleh karena itu
keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah
diatur datam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki
kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;
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Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat

bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu

keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang. bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P. 2, Saksi 1 dan Saksi 2

Penggugat, terbukii fakta kejadian sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan Penggupat
bertempat tinggal di wilayah Kota Tasikmalaya;
Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suamt isteri yang menikah
pada ftanggal 17 Jul 2008 d Kecamatan Cipatujah Kabupaten
Tasikmalaya;
Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan
telah dikaruniai 1 crang anak ;
Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sefak Januan tabun
2015 hingga saat ini sudah tidak rukun fagi sering berselisih dan
bertengkar;
Bahwa perselisihan dan perengkaran antara Penggugat dan Tergugat
dissbabkan karena masalah ekonomi, Tergugat kurang memberi nafkah
kepada Penggugat, sehingga Penggugat tidak menerima dengan keadaan
tersebut;
Bahwa akibal perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat
dan Tergugat sudah pisah rumah selama 4 bulan {amanya dan selama itu
pula keduanya ticak pernah berkumgpul lagi dan tidak melaksanakan hak
dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga
Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehat Penggugat dan
Tergugat dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk
merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena
Panggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;
Bahwa kedua saksi sudsh lidak sanggup lagi untuk mergkunkan
Fenggugat dan Tergugat, karena sudah sulit merukunkan Pengguazt dan
Tergugat dan sudah tidak ada harapan iagi keduanya dapat rukun dalam
rumah tangga:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat

disimputkan fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 2 darl 14 halaman, Putdsan Momor ; 1187/Pd.a/f2016/P4. TmK,
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. Batwa Penggugat dan Tergugat beragama islam dan Penggugat
bertempat tingga! di wilayah vyuridiksi Pengadilan Agama Keta
Tasikmalaya,

2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang
sah;

3. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukon,
telah terjadi perselisinan dan pertengkaran yang terus menerus:

4. Bahwa sudah ada upaya yang maksimal untuk merukunkan Penggugat
dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

5. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (mariage
hraakdown) sehingga rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat
sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (onheel baar
tweespalt);

6. Bahwa alasan perceraian Penggugat tidak disebabkan suatv perbuatan
yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas majelis dapat
mengkonstituir sebagai berikut:

. Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama lslam dan Penggugat
bertarmpat  tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Kota
Tasikmalaya, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2), je.
pasat 73 ayat (1) Undang-undang Mormor 7 Tahun 1988 sebagaimana
diubah dengan Undang-undang MNemor 3 Tahun 2006 dan perubahan
kedua dengan Undang-undang MNomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 63 ayat
{1) Undang-undang Nomar {1 Tahun 1974, jo. Pasal 20 ayat {1} Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 132 ayat (1} Kompilasi Hukum
Islam, perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Kota
Tasikmalaya;

2. Bahwa Panggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan
belum pemah terjadi perceraian menurut hukum dan  perundang-
undangan yang berlaku sesuai dengan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka masing-masing pibak mempunyai
hak dan kepentingan unfuk mengajukan tuntutan dalam sengketa
perkawinan dalam perkara ini {persona standi in judicin), dan perkara ini
menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama;
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Bahws rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan
tetan teriadt perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Bahwa sudah ada upaya yang maksimal untuk merukunkan Penggugat
dan Tergugat, akan tetapi Penggugat menyatakan tetap bersikukuh untuk
bercerai dengan Tergugat, maka hal ini menandakan bahwa telah
terdapat kebencian yang memuncak dari Penggugat terhadap Tergugat,
dan opich karenanyva Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih
pendapat zhli fikih dalam kitab Ai-Hgna juz Il halaman 133 yag dijadikan
sebagai pendapat Majelis sebagal berikut:

At el ade b gl Al A a2l g

Artinya. ‘Disaat islri telah memuncak rasa fidak suka terhadap suaminya,
maka hakim diperkenanksn menjatutikan talak (suami} nya dengan tatak
sati;

Bahwa, rumah tangga Panggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan
untuk  dipertahankan lagt {onfieel Daar ftweespalf), sshingga tujuan
pemikahan unfuk membina keluarga sakingh, mawadah, warofunah
sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1874, jo.
Fasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana dimaksudkan al Qur'an
Surat ar Rum [30] ayat 21, telah tidak terwujug;

Bahwa memaksakan untuk mempartabankan kondisi rumzh tangga
Pengqugat dan Tergugat yang sudah pecah dan tidak ada harapan Unfuk
dipertahankan lagi. akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar darf
pada manfaatnya, padahal menctak mafsadat divtamakan daripada
mengharap maslahat, sesuai dengan Qeidah Figiyah;

fHeaal) il S adkae acddall g 0

“Menolak kerusakan lebih didatinukan dari pada mengambil kebaikan®

Bahwa karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun,
telah torjadi perselisihan dan pertengkaran yvang terus menerus, dan fidak
ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka fakia
hukum tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur
dalam Pasal 18 huruf {f} Peraturan Pemerintzh Nomeor 9 tahun 1975 jo

Halaman 11 dari 14 halaman, Putusan Momer : 11877 Pdt.G/2016/PA TmK,
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Pasal 118 huruf (f) Kempilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat
patut untuk dikabulkan,

3. Bahwa alasan perceraian Penggugat tidak disebabkan suatu perbuatan
yang metawan hukum {onrechirmalige daad), maka sesuai Pasal 125 (1)
HIR gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek,

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah
bergaul sebagaimana layaknya suami isten {ba'da dukhul), dan berdasarkan
catatan perubahan NTR dalam P.2 antara Penggugat dan Tergugat belum
pernah bercerai, cigh karena ity talak Tergugat terhadap Penggugat yang akan
dijatubkan adalah talak yang kesatu, maka berdasarkan ketenfuan Pasal 119
ayat {2}, buruf ¢, Kompilasi Hukum 1slam. majelis akan mengabulkan gugatan
Penggugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat terhadap
Pengougat;

Menimbang bahwa talak sats ba'in sughra merupakan talak yang
dijatuhkan cieh Hakim atas permintaan secrang isteri, yang mana akibat hukum
dari talak satu ba'in sughrs adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup
bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah vang baruy;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Memor 7
Tahun 1289 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang MNomor 3
Tahun 208 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun
2008 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya
diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan
hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Mikah Kantor Urusan Agama dimana
Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat
Nikah Kantor Urusan Agama di tempat perkawinan Pernggugat dan Tergugat
dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara a guo masuk bidang perkawinan,
maka berdasarkan Pasal 89 ayat {1} Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang MNomaor 3 Tahun 2006 dan
perubahan kedua dengan Undang-Undang MNomor 50 Tahun 2008 tentang
FPeradilan Agama, biaya perkara hanss dibehankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan perimbangan-perimbangan tersebut
diatas, maka dalarn musyawarah majelis telah berkesimpulan yang pada
pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini:
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Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan
hukumi Isiam vang berkaitan dengan perkara ini;
MENGADILI
1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menaghadap di persidangan, tidak hadir
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat |GGG
B < acap Pengguoat NN

4. Memerintahkan Kepada Panitera Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya
untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap
kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan
Cipatujah Kabupaten Tasikmalaya , dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor
Urusan Agama Kecamatan Cibeureum Kota Tasikmalaya untuk dicatat
dalam daftar yang tersedia untuk itu ;

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp. 381.000 - (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang
dilangsungkan pada bhari Selasa tanggal 20 September 2016 Masehi,
bertepatan dengan tanggal 18 Zulhijah 1437 Hijriyah, oleh kami Asep Ridwan
Hotoya, S.HI.,.M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Supian Daelani, S.Ag., MH. dan
Ahmad Rifai,5.Hl. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua
Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan
dibantu oleh Uun Unamah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri
oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Haki nggota Ketua Majelis
: N
g 2
Supian Daelani, §.Ag., MH Asap Ridwan Hotoya,S.HI. M Ag.
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Hakim Anggota

Ahmad Rifai, S.HI.

Perincian Biaya:

1. Pendafiaran

2. Proses

3. Panggilan

4, Redaksi

5. materai
Jumdan

Pempertahuan isi

Futusan Tanggal @ ...

Puiusan Barkgkuatan
Hukum Tetap Tanggal -

Disclaimer

Panitgea Penpoant:

juy Unamah, S5.Aq.

Rp.  30.000.-
Rp.  40.000-
Rp.  300.000.-

Rp.  5.000.-

Rp. 5.000. -
Rp.  381.000-
(figa ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

o-w - i
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